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<b>ABSTRAK</b><br>

Tindak Pidana Kehutanan di Indonesiatelah menjadi masalah serius yang tidak hanya berdimensi hukum,
tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi yang demikian menyebabkan tindak
pidana kehutanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa yang menuntut penanganan yang
luar biasa pula. Dalam mengkaji tindak pidana kehutanan bukan sgja aspek hukum positifnya yang mesti
disoroti, tetapi juga aspek sgjarah hukum dan masalah penegakan hukumnya. Aspek segjarah hukum sangat
diperlukan untuk melihat politik hukum pemerintah dalam menangani masal ah tindak pidana kehutanan
yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi pembuatan kebijakan pada masa kini. Sementara, aspek
penegakan hukum boleh dikatakan integral dengan aspek hukum positif, karena penegakan hukum
merupakan upaya untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan hukum positif agar memiliki
keberlakuan secara efektif. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di
Indonesia sangat dipengaruhi oleh sgumlah faktor yang terkait, yakni instrumen hukum yang memadai,
kebijakan dan peraturan yang mendukung, aparat penegak hukum serta kapasi stas kelembagaan yang kuat,
proses peradilan yang bersih, dan sanks hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.
<hr><i><b>ABSTRAK</b><br>

Forestry criminal act in Indonesia has been serious problem that is not only having legal dimension, but also
having economic, social, and political dimension. That condition cause forestry criminal act has been able to
be qualified as an extraordinary crime that is also pursuit extraordinary handling. In studying forestry
criminal act, is not just positive law aspect that must be viewed, but also the aspect of legal history and its
law enforcement. The aspect of legal history is much needed to see government's politics of law in handling
the forestry criminal act and eventually can be used as policy making references in nowadays. At the same
time, the aspect of law enforcement can be said integrated with positive law, because the law enforcement is
effort to implement positive law in order to have deed effectively. Success or not the law enforcement
toward forestry criminal act in Indonesiainfluenced by many factors, are sufficient law instruments,
supporting policies and rules, law enforcer apparatus and strong institutional capacity, also, clean judicial
process, and punishment that isimposed toward criminal actor.</i>
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